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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

N0M0R 65 /Kpts/KPU-Wng-01 232951 2/201 0

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 201(}.2()I5

PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2(}1()

Menimbang : a.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

bahwa untuk melaksanakan kelentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstutusi

Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah disebutkan : Permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara Pemilukada diajukan ke lVahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga )

hari keqa setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah

yang bersangkutan ;

bahwa atas dasar surat dari Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24

September 2010 Nomor 21ZPAN.MK|X2O10 pedhal Keterangan Perkara Pemilukada

Tahun 2010 di Kabupaten Wonogiri;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu

menetapkan Keoutusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogin tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010 - 2015 pada Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang'

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Reoubiik Indonlsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndbnenesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32

tahun i004 Tentang Pemeritahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-UndangNomor2Tahun200stentangPartaiPolitik(LembaranNegaraRepublik
lndoneiia Tahfi 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
-Umum.. 

Anggota Dewan

perwa[ilan Rak-yat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (

Lembdran Negira Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4836 );

Mengingat : 1.

z,

0.
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7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Raiyat, oewan Perwakllan Daerah, dan Dewan PeMakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

PengangkatandanPemberhentianKepalaDaerahdanWakilKepa|aDaerah(Lembaran
Negira 

-Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ind-onesiaNomor4480)sebagaimanate|ahdiubahbeberapaka|rterakhirdengan
peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

|ndonesiaTahun200sNomorg2,TambahanLembaranNegaraRepublik|ndonesia
Nomor 4865);

g.PeraturanKPUNomor:05tahun200stentangTataKerjaKomisiPemi|ihanUmum,Komisi

Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten / Kota, sebagaimana

CiuUan Oengan Peraturan KPU Nomor : 21 tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 37 tahun

2008 ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasai- 
d;; i;i; Kerja Komisi pemitihan Umum, Komisi pemilihan umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

K;; iemitihan Umum, sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan umum

Nomor 43 tahun 2009;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan- 
rut, i.q, Komisi pemilihan umum provinsi, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara' dan Kelompok
'P;;il.tg;; 

C;tungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah ;

'14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara

PelakSanaan Pemungutan oan ienghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah diTempat Pemungutan Suara;

15. Peraturan Komrsi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara- 
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. dalam Pemilihan Umum

X.p.'f. O*r.h O.n Wakil Kepala 
"Daerai 

oteh Panitia Pemilihan Kecamatan' Komisl

p.titittrnUmumKabupaten/KotadanKomisiPemilihanUmumProvinsi'sertaPenetapan

Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;

16. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor'15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam

Perse|isihanHasi|PemilihanUmumKepa|aDaerahdanWakiIKepa|aDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri tloriror 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan

eertanggungla*aUai Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri 
-Nomor 

02/Kptsi KPU-Wng-
'- 

oilizs.51Z20lo Tentang pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten

Wo*giti, 
- 
F..iti. pr*itin* Xttttttan, Paniiia Pemungutan Suara' Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suait- O'n ett'g" Pemu^takhiran Data Pemilih Pada

Pemiliharilmum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
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19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 07/Kpts/KPU-Wng-
012329512 / 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupatt dan
Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 ;

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12lKpts/KPU-Wng-
012329512 / 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogin ;

Memp€rhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogin Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-
01232951212010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri (Model DB- PKWK )hari Senin tanggal 20

September 2010 ;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 63/Kpts/KPU-Wng-

01232951212010 tentang Penetapan Hasil Pemiiihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2010;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 25 September

2010.

lVenetapkan

PERTAT\,'lA

KEDUA

MEMUTUSKAN

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 20'10 adalah :

r H.DANARRAHMANTO - CALONBUPATIWONOGIRITERPILIH

o YULI HANDOKO,SE .CALONWAKILBUPATI WONOGIRI TERPILIH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Wonogin
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